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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUf,
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAi'J GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 297 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKO-AH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENC;;.\N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES/,

GUBERNUR P,R,OVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa berdilsarkan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah NomoI' 12
Tahun 2014.tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 71 ayat (2)
Peraturan GJbernur NomoI' 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan
Negeri;

1. Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang 1< euangan Negara;

2. Undang-lindang NomoI' 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3. Undang-lindang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

4. Undang-lindang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolc>an dan Tanggung Jawab Keuangan Neuara;

5. Undang-lindang NomoI' 14 Tahun 2005 tentang r:;uru dan Dosen;

6. Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republil< Indonesia;

7. Undang-lindang NomoI' 12 Tahun 2011 t<,ntang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

,
8. Undann-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pamerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

11. Peratural1 Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan
Dasar;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga
Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan P8raturan Pemerintah
Nomor 39 Tahun 2000;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan F!emerintah NomoI' 40 Tahun 2010;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 32 Tahun 2013;

15, Peraturan I"emerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan DClerah;

16, Peratciran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan,
Keuangan clan Kinerja Instansi Peillerintah;

17, Peraluran "emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Peillbagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. Pemerintahan Daer;"h
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupalen/Koto,

18. Peraturan Demerintah Nomor 39 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan
Uang NegaralDaerah;

19, Peraluran ?emerintah NomoI' 41 Tahun 2007 te'~tang Organisasi
Perangkat Daerah;

20. Peralurar, F'emerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

21. Peraluran Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelola<ln dell1
Penyelenggaraan Pendidikan;

22, Peraturan f)emerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Baran(1 Milik Negara/Daerah;

23. Peraturan ,\i1enteri Dalam Negeri NomoI' 13 Tahun 2006 ten tang
Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah cliubah
dengan Peraturan Menteri Dalalll Negeri NOlllor 21 Tahun 2011:

24, Peraturan ~Aenteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi ?erangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta:

25, Peraturan Henteri Pendidikan Nasional NomoI' 28 fahun 2010 tentang
Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madraseil;

26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentan'~ Sis~em Pendidikan:
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27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Orgilnisasi Perangkat
Daerah;

28. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentilng Organisasi dan
Tata: Kerja Dinas Pendidikan;

29. Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjllk
Pelaksana Pembentukan Komite Sekolah pad a Sekolah di Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menebpkan ; PERATURAN GlIBERNUR TENTANG PEMBENTlIKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BABI

KETENTUAN lIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernllr dan Perangkat Daerah seba,Jai
unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibllkota Jakarta.

4. Sekretariat D~3erah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khllslls
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Deerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khllslls
Ibukota Jakarta.

6. Badan Pengeola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat
BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan A"et Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Badan' Kepe,iawaian Daerah yang selanjlltnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebllt Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan RE/ormasi Birokrasi
Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

9. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah KhllslIs
Ibukota Jakarta.

10. Kepala Dinas 8dalah Kepal8 Dinas Pendidikan Dinas Pendidik8n Provinsi
Daerah I<:husus Ibllkota Jakarta.

11. Suku [Iinas Pendidikan adalah
Admin istmsill<abu paten Adm in Istrilsl
Jakarta.

Suku I)inas Pendidikan Kola
Provinsi Daerah Khusus Ibllkola
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12. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dina~. Pendidikan Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta ..

13. Sekolah' Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SMKN
adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah fChLisus Ibukota Jakarta.

14. Kepala Sekolah adalah Kepala SMKN.

15. Komite Sekolah adalah lembaga mclndiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang
peduli pendidikan.

16. Aparatur Sipii Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina
Kepegawaiandan diserahi tugas dalam suatu Jabatan Pemerintahan atau
diserahi tLigas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
peru ndang-undangan.

17. Pegawai N",g"ri Sipil adaiah Warga Negara Indone:sia yang memenllhi
syarat tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap 018h Pejabat Pembina Kepegawaian lIntuk '1lenduduki Jabatan
Pemerintahc:n.

18. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia ya,g memenuhi syaral terlentu yang di;ingkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pernerimahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk SMKN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) SMKN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam
penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan.

(2) SMKN dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yan:] herkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Suku
Dinas.

(3) Dalam melak~anakan tugasnya, Kepclla Sekolah dibanlu oleh 4 (el11pat)
Wakil Kepa'a Sekolah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Sekolah.

(4) Dalam p('ll&ksanaan tugas dan fungsinya. SMKr~ c:ikoordinasikan oleh
Kepala Bidan,) Sekolah Menengah Kejuruan Din.3s Pendidikan.
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Pasal 4

(1) SMKN mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan meneng8h
kejuruan pada jenjang menengah 3 (tiga) dan/atau 4 (empat) tahun D8£Ji
tamatan, Sekolah Menengah Pertama alau yang sederajat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaim8na dimaksud pad a ayat (1). SMKN
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kegiatan dan Angg8r8n
Sekolah (F(KAS) serta pengembang8n SMKN:

b. pembirr.bingan, pengajaran dan/8t8u pelatihan leori dan pr8ktik
kejuruan b8gi peserta didik sesu8i dengan kurikulum;

c. pembirr.bingan dan pembin8an kompelensi non-akademik b8gi pesert8
didik:

d. pengurll3an sarana pendidikan dan bahan pengajaran yang
dipergunakan untuk proses belajar mengajar dan latihan praklik
kejuruan para peserta didik;

e. penjajagan, perintisan, pelaksanaan clan pemb,mbingan hubung<ln
kerja sama dengan dunia usaha dan industri ,·erta orang tua/w81i
peserta didik dan masyarakat;

f. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan unit produksi;

g. pelilksanaan pembinaan dan pengembangan terl',aoap Guru. Tena(Ja
Fungsional Kependidikan lainnya. Ketua Program Studi Keahlian,
Ketua Paket Keahlian, penanggung jawab ruang praktik. Labor8n.
PustakaWill1, Ketua Unit Procluksi dan Tenaga Fungsional Profesi
lainnya;

h. pelaksanaan konseling bagi para peserta didik;

i. peng ,mbangan Bursa Kerja Khusus:

j. pengelolaan kepegawaian. keuan(Jan clan barang SMKN:

k. pelaksanc>an pengelol8an pr8Sar<ln8. sarana clan f.~silitas SMKN:

I. pelaksanaan kegiatan ketatallsahaan c1im kerumailtanggaan SMKN:

m. pelaksanaan publikasi kegiatan c1i1n peng8tllr8n ac ara SMKN:

n. pelaksanaall pengelolaan kearsipi1n. c1at8 dan info"m8Si SMKN: clan

o. pelaporRn dan perlanggungjawRban pelaksan88n lugas dan fllnusi
SMKI\I.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pas81 5

(1) Susunan Org'lIlisasi SMKN terdiri alas:

a. Kepala Sekolah;

b. Subb3gian Tata Usaha;

c. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum;
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d. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan;

e. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan dan Kernitraan;

f. Wakll Kepala Sekolah Bidang Prasarana dan Sarana; dan

g. Tenaga Fungsional;

(2) Bagan Susullan Organisasi SMKN sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Sekolah

Pasal 6

(1) Kepala Sekolah merupakan guru yang diberi tugas tambahan sebagai
Kepala Sekolah.

(2) Kepala Sekol21h mempunyai tugas :

a. memmpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
SMKN ~ebagaimanadimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordir.asikan pelaksanaan tugas para War-il Kepala Sekolah.
Kasubbag Tata Usaha. pendidik. lenaga kependidikan dan lena\JCl
fungsional/profesi lainnya;

c. memlmpin penyelenggaraan kegialan belajClr m,~n9ajar serla membina
guru, lenaga fungsional kependidikan lainnya, I<etua progrClm studi
keahlian, kelua paket keahlian, penanggung jawab ruang praktik. kelu3
unit produl<si, laboran, pustakawan. tenaga fungsiJnal/profesi lainnya.
serta me:nbina hubungan kerja samCl dengCln dun,a uSClhCl dCln industri
dan peran serta masyClrakal;

d. melakscnc'kan koordinasi dan kerja sama den~lan SKPD/UKPD
dan/atau Instansi Pemerinlah/Swasla elalam rangk.~ pelaksClnaCln lugCls
dan fungsi SMKN; dan

e. melaoorkan dan mempertanggungjawabkan pelcksanaan tugas delll
fungsiSMKN.

Bagian Keliga

Subbagian Tata Usaha

Pas<ll 7

(1) Subbagian Tat.~ Usaha merupakan Salu<ln Pelaksana ,\dminislrClsi SMKN.

(2) Subbagiall Tala usaha dipimpin oloh seorang Kep'31Cl Subbilgian T<lla
Usaha yang berkedudukan eli bClwah dan beltan9\jung jClwilb kepCleia
Kepala Sekolal.

(3) Kepala Subbegian Tala Usaha sebClgaimana dim8ksud pad a ayat (21
adalah Jabatall Slruklural Eselon IV B.

(4) Subbagian Tala Usaha mempunYcli tU9C1s :

a. menghmpull bahan dan menyusun Rencanil I<egiatan dan Anggaran
Sekolch ,:Rr(/\S) dan pengembang8n SMKN;

b. melak!,aTlal<an pengelolaan kepegawaian. keuangan dan barClng SMKN;
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d. Wakil Kep.ala Sekolah Bidang Kesiswaan;

e. Wakil Kep31a Sekolah Bidang Kehumasan dan Kemitraan;

f. Wakil Kepala Sekolah Bidang Prasarana dan Sarana; dan

g. Tenaga Fungsional;

(2) Bagan Susl:J'lan Organisasi SMKN sebagaimana tercantum dalam
Lampiran F'er:lturan Gubernur ini.

Bagian KecluCi

Kepala Sekolah

Pasal 6

(1) Kepala Sekol3h merupakan guru yang diberi tugaE. tambahan sebagai
Kepala Sekolclh.

(2) Kepala SekolCih mempunyai tugas :

a. mem;mpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
SMKN setagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. men~loordinasikan pelaksanaan tugas para Wa:<il Kepala Sekolah.
Kasubbag Tata Usaha. pendidik. tenaga kepen::Jidikan dan tenaga
fungsiol"al/profesi lainnya;

c. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar merl·~ajar serta mernbina
guru, tqilcga fungsional kependidikan lainnya. ~etua program studi
keahlian, ketua paket keahlian. penanggung jawab ruang praktik, ketua
unit produksi, laboran, pustakawan, tenaga fung~;ional/profesi lainnya.
serta membina hubungan kerja sama clengan duni3 usaha dan inclustri
dan peran 'serta masyarakat;

d. melaksanclkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD
dan/atau Illstansi Pemerintah/Swasla dalam rangka pelaksanaan tugels
dan fungsi SMKN; dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peluksanaan tugas dan
fungsi SMI<N.

Bagian Keliga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tat;] Usaha merupakan Satuan Pelaksana Adminislrasi SMKN.

(2) Subbagian Tata usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Telta
Usaha yang berkecludukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla
Kepala Sekolah.

(3) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimclKsuci pacla ayat (2)
adalah Jabatan Struktural Eselon IV B.

(4) Subbagiall Tata Usaha mernpunyai tugClS :

a. mengrimpull bahan dan menyusun Rencana I<egiatan clan Anggar:1I1
Sekolch (RKAS) dan pengembangan SMKN;

b. melak1;ana'<an pengelolaan kepegawaian. keuanga,~ dan barang SMKN;
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c. melakasanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumElhtanggaan SMKN;

d. melaksanakEm pengelolaan kearsipan SMKN;

e. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawa':an prasarana, sarana kerja dan fasilitas SMKN;

f. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan clan
kenyamanan Kantor SMKN;

g. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi SMKN;

h. melaksanakan publikasi kegiatan. upacara dan pengaturan aears
SMKN;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinarja dan kegiatan
serta akuntabilitas SMKN; dan

j. melaporkan' dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

!

Bagian Keempat

Wakil Kepala Sekolah Biclang Kurikulum

Pasal 8

(1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum merupakan Guru yang e1iberi
tugas tambahcIr1 sebagai Wakil f<epala Sekolah Bielan: Kurikulum.

(2) Wakil i<opala Sekolah Bidang Kurikulum sebagaimana dimaksuel pacla
ayat (1), ditufjaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas untuk masa
tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali hanya untuk
1 (satu) rnasa tugas berikutnya berdasarkan penilaian <inerja.

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum mempunyai tugas :

a. menyusun program pengajaran;

b. men'{usun dan menjabarkan kalender pendidikan.

c. men~lw;un clan pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;

d. men'lusun jadwal evaluasi belajar clan pelaksanaan ujian akhir;

e. mE;nerapkan kriteria persyaratan kenaikan kelas dan ketamatan;

f. mengatur jadwal penerimaan rapor dan Surat l,lnda lamat Belajar
(STTB);

g. mengoorcinasikan, menyusun dan mengamhkan penyusunan
kelengkapan mengajar;

h. men()atur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;

i. mennalur pengembangan Musyawarah Guru Mata Pelajariln
(MGMF;)/Musyawarah Guru Bimbingan dan Penyuluhan (MGBP) dan
koordinatc')r mata pelajaran;

j. melaku'<an supervisi administrasi akaclemis;

k. melakukan pengarsipan program kurikulum; dan

I. membilla perpustakaan sekol8h; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksElllaan tugas Wakil
KepE la S"kolah Bidang Kurikulum.
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Bagian Kelima

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Pasal9

(1) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan merupakan Guru yang diberi
tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.

(2) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditunaskan dan diberhentikan oleh Kepala Dinas untuk masa
tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat ditugaskan kembali hanya untuk
1 (satu) masa tugas berikulnya berclasarkan penilaian kinerja.

(3) Wakil Kepala ~3ekolah Bidang Kesiswaan mempunyai lugas :

a. menyusur' program pembinaan kesiswaan (OS IS), meliputi
Kepramul<aan, Palang Merah Reillaja (PMR), Karya Ilmiah Remaj,l
(KIR), Un,it Kesehalan Sekolah (UKS), Paskibraka, Pesantren Kilat
serta kegiatan siswa lainnya;

b, melaksanakan bimbingan, pengarahan dan pengendalian kegiatan
kesiswaan/OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan lata tertib
sekolah serta pemilihan pengurus OSIS:

c, mernbina pengurus OSIS dalalll berorganisasi:

d. menyw:un jadwal dan pembinaan serla secara berkEla dan insidental:

e. membina dan melaksanakan koordinasi KeiJersihan, Kerapian.
Keindahan, Kerindangan, Ketertiban, Keamanan, KetenterClman.
Kekeluar~:aan dan Kelaqwaan (9 K);

f. meleksa'1akan pemilihan SiSWCl untuk mewClkili sekolah dal,1I11
kegiatan cii luar sekolah;

g. men:;Jalur mutasi siswa;

h. menVll~;un dan membual kepanitiaan penerimaan siswa iJarli d"ll1
pelallscll1Clan Masa Orientasi SiSWCl (MOS);

i, men{u~;un dan membual jadw31 kegiatan akhir lar-un sekolClh:

J. men'jelenggarakan cerdas cerillot clan olah raga r: reslasi: clCln

k. melc;porkan dan mempertanggungjawabkan pelClksanaan tugos Wokil
Kep,tla Snkolah Bidang Kesiswaan.

BClgian Keenam

W:jkil Keoala Sekolah Bidang Kehumasan dan I<emilraan

Pasal10

(1) Wakil KflPilla Sekolah Bidang Kehumasan dan Kemitraan merupakan
Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang
Kehumasan d'an Kemilraan.

(2) Wakil Kepa!a Sekolah Bidang I<ehllmasan dan Kert itraan sebagaimana
dimaksucl pac,a ayat (1), ditugaskan dan diberhentika.l oleh Kepala Dinas
untuk mase, tugas selama 4 (empat) lahun dan :Japat ditugaskan kembali
hanya unlu\( 1 (satu) masa tugas berikutnya berctasarl\an penilaian kinerja.,
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(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehul1lasan dan Kel1litraan l1lempuny<Ji
tugas :

a. menyusun dan menyelenggarakan hubungan sekolah dengan dewan
sekolah;

b. membina '1ubungan antar sekolah dengan wall murid;

c. membina pengembangan antar sekolah dengan lembaga pemerintah.
swa"ta dan lembaga sosial lainnya;

d. membuat dan menyusun program semua kebutuhan sekolah;

e. koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan sekolah;

f. men'ciptakan hubungan yang kondusif diantara warga sekolah;

g. menyu5un program kegiatan bakU sosial, kary., wisata dan pameran
hasil pE,ncidikan (gebyar pendidikan);

h. mewakiii I<epala Sekolah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat
masalah-rnasalah yang bersifat umum; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Wakil
Kepala Sekolah Bidang Kehumasan dan Kemitraan.

Bagian Ketujuh

Wakii Kepala Sekolah Biclang Prasarana dan Sarana

Pasal 11

(1) Wakil Kepala' Sekolah Bidang Prasarana clan Sarar'a merupakan Guru
yang diberi f.ugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Biclano
Prasarana dan Sarana.

(2) Wakil K'3pala Sekolah Bidang Prasarana clCln Sar2na sebagairllC\Ila
dimaksud pada ayat (1), ditugaskan dan diberhentikan oleh Kepala Din<Js
untuk m,lsa tLigas selama 4 (emp<lt) tahun dan dapa: ditLigaskan kembali
hanya untuk 1 (satu) masa lug<ls berikutnya berdasarkar' penilaian kinerj<.1.

(3) Wakil Kepala Sekolah Bidang Pras<lrana dan Sarana rnempunY<.1i tugas ;

a. mengoorc'inasikan dan mengcndalikan pe'lyusunan rencan:J
kebutuh2n prasarana clan sarana SMAN;

b. mengenda~ikan penggunaan prasarana dan saran a SMAN;

c. men\~oorcinasikan penggunaan praSi1rana d<ln sa 'ana SI\1AN:

d. mengoorciinasikan penyediaan S<lrona pengajarar.:

e. menoendalikan pengelolaan perawatan dan perbaikan praS<lron<.1 cI:m
sarana Sr/lAN; dan

f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelal:sanaan tugas Wakil
Kepala Sekolah Bidang Pras,Hana clan Sarar,a.

Bagian f<eclelopan

Tenaga Fungsional

Pasal 12

Tenaga FLnqshJr al adalah tenaga pel8ksana penye'enggaraan penciidik'lIl
menengah kejurllan pad a SMKN yang tercliri dari pendidik clan tenaqa
kependidikan.
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Pasal 13

Pendidik dantenaga kependidikan melaksanakan tugas sesuai jabatan
fungsional rnasirig-masing berdasarkan penugasan Kepala Sekolah.

Pasal 14

Pendidik dan ·tEnaga kependidikan wajib mengembangkan kompetensi
masing-masing !;luna meningkalkan pelaksanaan tugas sesuai Jabatan
Fungsional yan~1 bersangkutan, sejalclll dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan manajemen pendidikan

Pasal 15

Pendidik dar. ten;'Jga kependidikan turut aklif dalam pengembangan SMKN dan
dapat diberikan tU9as tambahan oleh Kopala Sekolah dalam penyelenggaraan
pendidikan pad" EMKN.

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal 16

Pad a setiap SM-<N dibentuk Komite Sekolah sesua: dengan ketentuan
peraturan pewndeng-undangan.

BAB VI

PROGRAM STUDI KEAHLIAN DAN PAKET KEAHLIAN

Pasal17

(1) Untuk mernpersiapkan lulusan SMKN siap kerja oada setiap SMKN
dikembangl.<an program studi keahlian clan pakel keahliclil.

(2) Program st'Jdi keahlian dan paket keahlian sebagairr,ana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan sesuai kebutuhan dunia usar.a dan industri serta
perkembangar, ilmu pengetahuan, leknologi dan soni.

Pasal 18

Program Studi Keahlian dan Paket Keahlian sebagaimcillc dimaksud dalam
Pasal 17 dalarn operasionalnya dikoordinasikan oleh K.etua Program Studi
Keahlian dan k,.etua Paket Keahlian dan/atau pendidik, (er aga kependiclikan
dan Tenaga Pru;esional/Profesi lainnya yang pelaksanaan tugasnya harus
dipertanggungjawobkan kepada Kepala Sokolah.

BAB "II

FASILITAS

Bagian Kesatu

Fasilitas Sekoloh

Pasol 19

(1) Untuk rr.ef'dllkung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pad a soliap
SMKN c:ib;>ngun dan dikembanakan fasilitas sekotah sesuai c1eng,1I1
kebutuhan dan peraturan perundang-unclangan y3ng ,)erlaku.



11

(2) Fasilitas sekclah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dibentuk dan
dikembangkan sesuai kebutuhan dan kemampuan, dengan memperhatikan
program prioritas.

Pasal 20

(1) Fasilitas sek'Jlah sebagaimana dimaksud dalam F'asal 19, dalam
operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh penanggung jawab
yang ditugaskan oleh Kepala Sekolah.

(2) Penanggun'g jawab yang menclapal tugas tambahan sebagaimanCl
dimaksud pada ayat (1), berkeduclukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sekolah.

Bagian Kedua

Unit Procluksi

Pasal 21

(1) Selain hsilitas sekolah sebagaimClnCl c1imClksuci c1alam PClsal 19 clan
Pasal 2(" c1ibEJI1tuk clan dikembangkan Unit Procluksi untuk meningkatkan
keterampilan c1alam memproduksi barang atau layanan jasa,

(2) Unit Produksi sebagaimana c1imaksud paclCl ayat (1 \ merupakCln satU<1n
usaha yang pelaksanaannya diintegr<lsikCln ke dalalTl kegiatan kurikulum
atau el<:strakurikuler dan beroperasi sp.cara profesional.

(3) Unit Produk~,i dibentuk dCln c1ikembClngkan sesuai keblltllh;'ln clan
kemampuan cengan memperhCltikan progrClm prioritas.

(4) Unit Produksi rnempunyai tugas :

a. mengimplEImentasikan kegiatan belajar peserta didik berbasis nilai-nilai
induslri dan meningkatkan kemampuan pendidik di SMKN pClda jenis
pekerjaan yang dapat menghasilkan barang atau j3sa yang memenuhi
standar pasar, memiliki nilai komersial dan layak untuk dijual:

b, melaksanc,kan kegiatan perawalan dan perbaikan prasaranCl clan
sarana pendidikan di unit produksi dengan prinsip rnanajemen berbasis
sekolah;

c. menY9lEin~JLJarakan kegiatan pelatihan bagi peserla c1idik SMKN serta
kegiatan k"nja sama produksi pemasClran dan promosi: dan

d. melakscln2kan kegiatan pelayanan kepada masyarakat umum dengan
mendayngJnakan sumber daya c1i sekolah

(5) Unit Prcduksi dalam operasionalnya dikoordinasikan oleh ketua unit
produksi can!alau guru/tenaga fungsional kepenc'idikan lainnya clan
tenaga fllngsional/profesi lainnya yang ditugaskan oleh kepalCl sekolah:

(6) Kelua Unit F'roduksi dan/atau guru/tenagCl fungsiJnal ~epenciidikCln IClinnya
dan tel1<lg<l r.mgsional/profesi lainnya yang 1T'(lndapat tugas tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayal (5) berk2dudukan di bawah dan
bertanggllng jawab kepada Kepala Sekolah.
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(7) Kepala Sekolah melaporkan hasil pengelolaan kegiatan dan pemanfaatan
fasilitas pada Unit Produksi kepada Kepala Dinas setiE p 3 (tiga) bulan atau
sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 22

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, SMf<:N wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang·unclangan.

(2) Kepala Sekolah mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengan
SKPD/UKPD dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan rnutu
penyelenggaraan pendidikan pacla SMKN.

Pasal 23

Kepala Sekolah. para Wakil Kepala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha. pendidik.
tenaga kepend'dikan dan tenaga fungsional/profesi lainnya pad a SMKN waJib
melaksanakan l.u!Jas rnasing-rnasing sesuai clengan ketentuan perunclang
undangan ,'er'~3 rnenerapkan prinsip koordinasi, kerJa sarna, integrasi.
sinkronisasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 24

(1) Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha,
pendidik jan t',naga kependidikan serta tenaga fungsional/profesl lainnya
pada SMf(N wajib mernirnpin, rnengoordinasikan. mengarahkan.
memberikan bimbingan, mernberikan petunjuk pelaksanaan tuVas.
membina cleJn rnenilai kinerja bawahcJn masing-masing.

(2) Kepala Sekolah, para Wakil I(epala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha.
pendidik jan tenaga kependidikan serta tenaga fungsional/profesl lainn~'a

wajib me 19,kuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-maslllg
sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang-undanQan.

Pasal 25

Kepala Sekolah, para Wakil Kepala Sekolilh, Kasubbag Tata Usaha. pendidik
dan tenaga l'ep81lclidikan serta tenclga fungsional/profesi lainnya pada SMKN
mengembantJkan komitmen bersama sebat:)ai tim kerja untuk pengernbangcln
SMKN secara korsisten dan berkesinambungan.

Pasal 26

Kepala Sekclah, para Wakil Kepala Sekolah. Kasubbag Tata Usaha, pendidik
dan tenaga kependidikan serta tenaga fungsional/profesi lainnya secara aktif
mengembangkan sikap dan perilaku ketelaclanan, baik di dalam mauplln cli
luar sekolah sesllai peran SMKN sebagai Satuan Penyelellggara Pencliclikan.

Pasal 27

Kepala Sekolal', para Wakil Kepala Sekolah, Kasuhbag Tata Usaha. pendidik
dan tenaga kej,enclidikan serta tenaga fllngsional/profesi lainnya menciptakan
dan mengemb;;nqkan komunikasi edukatif, Ilarmonis. partisipatif, demokratis
dan konstruJ(tif dalam sekolah, termasuk dengan peserta didik dan orang
tlla/wali pesert, didik.
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BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal28

(1) Pegawai pad a SMKN merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri
atas:

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawbi Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tentang Aparatur Sipil Negara,

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), SMKN mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah
melalui Bf<:D dan Biro Organisasi dan RB.

BAB X

KEUANGAN

Pasal29

(1) Belanja pelak,;anaan tugas d<Jn fungsi SMKN dibebank2n pad a Anggaran
Pendapatan 13elanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah ser:a sumber pembiayaan dmi pihak lain '(ang sah dan tidak
mengika':,

(2) Pengelolaa'1 keuangan sebagaimana dime ksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang<ln
keuangan r.egara/daerah.

BAB XI

ASET

Pasal 30

(1) Aset yang dipergunakan oleh SMKN sebagai prasarana clan sman" kerja
merupakan aset daerah clengan StiltuS kekayaan claerah yang ticlilk
dipisahkan.

(2) PengeloL3a'l aset atau praSariln<l clan sarana kerja seba~laiman;l

dimaksud paaa ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratur;'lll
perundang-undangan keuangan negar<l/daerah dan ketentuan perunclang
undangan pengelolaan barang milik Ileg<lr<l/claerah

P<lScll 31

(1) Prasarana da l sarana kerja y<lng ditenma clalarn bentuk pemberiall. hibah
atau bantuan dari pih<lk ketiga kepadcl SMKN de.larn "3ngka pel<lksclllak<lll
tugas dan'flJn;]sinya merupakan penemnaan bar3nn d3erah.
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(2) Penerimaan'barang daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). segera
dilaporkan ·I<epada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada
Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah (PPI<D) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk
dicatat dan ,libukukan daftar Barang Milik Daerah (BMD).

BAB XII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 32

(1) SMKN menyu!;un dan menyampaikan laporan berkaliJ tahunan. semester.
triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas melalui
Kepala Suku Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

(2) Laporan sebclgaimana dimaksucl pClda ClyClt (1). clfltara lain meliputi
laparan:

a. kepegawai3n;

b. keuangan;

c. kinerja;

d. barang;

e. akuntabilitcls; dan

f. pelaksanaan penyelenggaraan pendiclikan.

BAB XIII

PENGAWASAN

PClSClI 33

Pengawasan terhc,dap SMKN dilaksanakCln aleh :

a. Lembaga neg 3ra yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaCln clan
tanggung jawab keuangan negara; clan

b. Aparat PengawClsan Intern Pemerintah.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

PClSClI 34

Farmasi Jabatclfl dan kebutuhan peralatan kerja diatu '/ditetapkan
Peraturan Guoernur/Keputusan Gubernur tersendil'i sesuai
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan priaritas daerah.

dengan
dengi1Cl
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BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat PeratJran Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 188
Tahun 2009 tentang Penetapan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagai
Unit Pelaks<l'la Teknis Dinas Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dEngan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA J;,KARTA,

ltd

BASUKI1. F'IJRNAMA

Diur;oangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 20'14

SEK~~ETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTJ\ Ji\KARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVII\ISI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
T,I\HUN 2014 NOMOF; 62164
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